
BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 2L TAJILIN 2Ol7

TENTANG

PEDOMAN PENIIAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

Menimbang a.

Mengingat

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

bah*a dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian
intern yang efektif dan efisien di lingkungan Femerintah
Kabupa.ter Srager perlu menerapkan kebljakan
penilaian risiko;
bahv,ra berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud rlnhrn hunf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupa.ti tentang Pedoman Penilaian Risiko pada
perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

l. ksal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Fembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Fenyelenggara Negara yang Elersih dan Bebas dari
Ibrupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2(X)3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5- Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Ferbendaharaan Negara (Irmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tirmbahan Irmbaran
Negara Republik ladsngsia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
kmeriksaan Fengelol,aan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tirmbahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44OO);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Fem€rintahan Daerah (t embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
L€mbaran Negara Republik tndonesia Nomor 5587)

b.



IHenetapkan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang
Ferubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Femerintahan Daerah (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679):

8. Feraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang
Sistem Fengendalian Intern Pemerintah (l ernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2(X)8 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republrt Indonesia Nomor
a89O);

9- Feraturan Bupa.ti Sragen Nomor 7O Tahun 2fiX) tentang
Fenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Femerintah di Iingkungan Femerintah Kabupa.terr
Sragel fBerita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2OO9
Nomor 7O);

lO. Peraturan Bupa.ti Sragen Nomor 75 Tahun 2Ol2 tentang
Fetunjuk EeLaksanaan Sistem Fengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Femerintah Kabupa.ten
Sragen (Berita Daerah Kabupa.ten Sragen Tahun 2Ol2
Nomor 75);

PERATURAN BUPATI T]9NTANG PEDOMAN PENII-AIAN
RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasat 1

Dalam Peraturan Bupa.ti ini yang dimaksud dengan:
l- Daerah adalah Kabupa.ten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelerrggara lremerinfahrn daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang merrjadi
kevrcnangan daerah otonom.

3- Bupati adalah Bupati Sragen-
4. Ferangkat Da€rah yang selanjutnya disingkat PD adalsh

unsur lrmbantu Bupa.ti dan Dewan Perwakitan Rakyat
Daerah dalern penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah-

5- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutrrl'a
disinglat APtsD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah y-ang ditetapkan dengan Feraturan
Daerah-

6. Sistem Pengendalian 1rr1gm a.laleh prrses yang integrat
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh kepala dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapa.inya tujuan
organisasi melalui kegiatan ,-ang efektif dan
efisien,keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
barang rnilik daerah, negara, dan ketaatan terhadap
peraturan Perlndang-u



7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingfuungan
Femerintah Kabupaten Sragen-

8. Perrga.wasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawa.san
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
{nlam rantrfia memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telatr sesuai dengan tobk ukur yang tel2h
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam merrujudkan tata kepemerintahan yang
baiL

9- Inspekorat Daerah adalah aparat penga$'asan intern
pemerintah yang bertanggungiawab Iangsung kepada
Bupa.ti.

1O. Fenilaian risiko adalah penilaian atas
kemungkinan kejadian Jrang mengancam pencapa.ian
tujuan kegiatan dan sasaran organisasi-

l1-Tujuan daerah adalah tujuan )'ang tercantum
dalarn dokumen r€ncana strategis PD.

12- Sasaran pp zdalah sasaran yang tercantum dalarn
dokumen rencana strategis PD.

13. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan
untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi delarn
rangka pencapaian tujuan kegiatan/sasaran organisasi.

1,1. Tujuan kt8iatan adalah hasil -yang diharapkan dari suatu
kqiatan.

15. Identifikasi risiko adalah proses merretapkan apa, dimana"
kapan, mengapa, dan trageirnana sesuatu dapat terjadi,

dapat berdampak negatif lsrtradap pencapaian
tujuan-

16. Analisis risiko adalah proses penitaian terhadap risiko
yang telah teridentifikasi, dalam rangf,a mengestimasi
kemungkinan munculnya dan besaran darnpnlrnya, untuk
menetapkan lerrcl atau status risikonJra.

17- Rencana Tindak Fengendalian )'ang selanjutn3'a disingkat
RTP adalah kegiatan pengendalian yang akan
dilaksanakan.

18- Rerrcana Kerja dan Anggaran Peranglat Daerah y'ang
selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapa.tan, rensana belanja program dan kegiatan
perangkat daerah serta rencnna pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APtsD.

f9. Ferjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan
penrlgrlsen dari pimpinan instansi yang tebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan !"ang disertai dergan
indikator kineqia-

20- Daftar tujuan kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan
1,ang akan dicapai dari kegiatan gtarna perangkat daerah-

21. Daftar risiko adalah dokumerr yang berisi risiko-risiko
1,ang dihasilkan dari kegiatan iden 'fikasi risiko atas
kegiatan utFrn, perangl<at daerah.

22" Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi kegiatan
pengendalian yang akan dilaks.anakan.



23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disinglat
PPKD adatah Kepala PD yang mengelola keuangan daerah
yang mempunyai tugas melaksanakqn pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai brendahara umum daerah-

BAB II
MAKSUD DANTUJUAN

Fasaf 2

(f! Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
acuan bagi pejabat/pega*'ai pemerintah daerah dalam
mel;akukan penilaian risiko di setiap PD-

(2| Tujuan disusunnya Feraturan Bupa.ti ini sn1qft;
a- mengantisipa.si dan menangani segala bentuk risiko

secara efektif dan efisien; dan
b- mengidentiEkasi, menganalisis dan mengendalikan

risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko-

BAB Itr
PENII.AIAN RISIKO

Pasal 3

(U Kepala PD dan PPKD wadib melakukan penilaian risiko.
(2) Dalam penilaian risiko sebagaimana aitnaksud pada ayat

(1), Kepala PD menetapkan:
a- tujuan PD dan PPKD.
b. tujuan pada tingkafan

(3) Fenilaian risiko sebagaimana dirnpksud pada ayat (f)
terdiri ata.s:
a- identifikasi risiko; dan
b. analisis risiko.

Pasal 4

(l) Tujuan PD dan PPKD sebag3imana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang
spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat
walrtu.

{2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 wajib
dikomu nikasikan kepa.da seluruh

(3) Unnrk tujuan sebagaimana dimaksud pada a5rat
(1), Kepafa PD dan PPKD menetapkan:
a- strategi olrrasional yang konsisten; dan
b- strategi manajemen terintegrasi dan rerrcana penilaian

risiko-

Pasal 5

Fenetapn tujuan pana tingkatan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) huruf b pafiag sedikit
dilaln'ken dengan memperhatikan ketentuan:
a, berdarnrkan pada tujuan dan rencana strategis perangkat

daerah;



b. saling melengkapi, saling merrunjang, dan tidak
bertentangan satu dengan lainnya;

c. relevan dengpn seluruh kegiatan utama pemerintah
daerah;

d. merrgandung unsur kiteria pengukuran;
e. didukung sumber daya PD yang cukup; dan
f. melibatkan selumh tingkat pejabat dalam pros€s

penetapannlra-

Pasal 6

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Fasal 3 ayat
(3| huruf a paling s€dikit dilaksanakan dengan:
a, menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan PD

dan PPKD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara
komprehensif;

b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali
risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan

c- menilai faktor Lain yang dafqt meninglatkan risiko.

Pasa-l 7

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
{3} huruf b rtilaksanakan untuk menentukan tingkat dari
risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapa.ian tujuan
PD dan PPKD-

(21 Kepala PD dan PPKD menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam menentukan tingkat risiko yang dapa.t diterima.

BAB TV

DOKUMEN PENII.AIAN RISIKO

Pasal 8

{l} Setiap PD dan PPKD r*zjib menyusun draft dokumen
penilaian risiko;

(2) Dokumen penilaian risiko sebagaimana rlirnaksud dalarn
a).at (1) terdiri atas:
a- daftar tujuan kegiatan;
b. daftar risiko;
c- formulir analisis risiko;
d. skala kemunglinan teg'adinya risiko;
e. skala dampak terjadinya risiko;
f. formulir identifikasi celah pengendalian;
g. rencrana tindak pengendalian;
h- laporan RTP; dsn
i- realisasi pelaksaan RTP-

(3) Format dokumen penflaian risdko sebagaimana dimeksud
pa.da ayat (2) t€rcantum dalam Lampiran I yang mempakan
bagian tiaak terpisahkan dari Per:aturan Bupa.ti ini.

(41 Draft dokumen penilaian risiko sebagaimana dirnaksud
pada a)'at (1) disampaikan kepada Inspektorat Daerah
sebagai salah satu kelengkapan dokumen RKA-PD dan
PPKD.



(5| lnspektorat Daerah melakukan reviu atas draf dokumen
lrenilaian risiko y-ang disampaikan oleh IGpala PD dan
PPI(D.

(6) Dalam hal hasil rnriu sebqgaimana rlirnaksud pada ayat (4)
terdapat perbaikan, dokumen penilaian risiko dikembalikan
pada PD dan PPKD untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 9

(1) Dokurnen pe'nilaian risfl<o sebagaimana dimakspd dalam
Pasal 8 ayat (21 dibuat berdasarkan ta.ta cara pengisian
dokumen penilaian risiko-

(2) Tata cara pengisian dokumen penilaian risiko sebaga.imana
dirnaksud pa.da ayat {1}, tercantum dalam I^ampiran tr
1'ang merupakan bagian -'aak terpisahkan dari Feraturan
Bupa.ti ini.

Pasal 10

{1) Dokumen pe'nilaian risiko hasil reviu Inspektorat Daerah
sebagaimana dirnaksud dalarn hsal 8 ditandatangani oleh
Kepala PD/PPKD-

(2) Dokumen penilaian risiko yang telah direviu setragaimana
dirnaksud pada ayat (1) diseralkan kepada Bupa.ti melalui
lnspektorat Daeral .

(3) Kepala PD dan PPKD menl,arnpaikan dokumen penilaian
risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Inspektorat Daerah paling lambat aktrir bulan Februari
tahun berikutnya-

BAB V
PELAKSANAAN

h.sal f f

(lf Dokumen penifaian risiko harus segera dikomunikasikan
kepada pegawai PD.

{2} I(epala PD dan PPKD mel,aksanakan RTP yang terdapat
dalarn dokumen perrilaian risiko.

(3f Fada akhir tahun anggaran, Kepala PD dan PPKD wajib
membuat laporan pelaksanaan RTP dan disamfraik:n
kepada Bupa.ti melalui Inspektorat Daerah.

(4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspekorat Daerah.
(5) Hasit evaluasi disampaikan kepada Bupati dan Kepala PD-

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

(l| Fengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian
risiko dilalrukan oleh Inspektorat Daerah-

(2) Fengawasan pel,aksanaan pengendalian risiko sebagaimana
dirnaksud pa.da ayat (1) meliputi:
a. audiq
b- reviu;



c- €r.aluasi;
d- pemantauan; dan
e. kegiatan pengawasan l,ainnya-

(3| Fembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana
dimaksud pada ay'at (1| meliFuti:
a- su.ialisasi;
b- pendfiikan dan latihan;
c. pembimbingan dan konsultansi;
d- peningkatan kompetensi Aparat Fenga.wasan Intern

kmerintah Daerah-

BAB !1II
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dibebankan pada APED.

BAB VIII
KETENTUAN PENUruP

Pasal 14

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal
diundangkan-

Agar setiap orang mengetahuinl'a, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupa.ti ini dengan penempatafllya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen-

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

SRAGEN

{
KUSD UNTUNG YT'M SUKOWATI

Diundang[an di Sragen
pada ranggal

SEKRETARTS DAERAFI KABUPA'IEN SRAGEN,

rwu
TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR



IAMPIRAN I
PERATURAN BUPATISRAGEN
NOMOR TAHUN2017
TENTANG
PEDOM,AN PEMIAIAN RISIKO PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

FORXAT IX)EITf,ET PEMI,AIAT RISIf,(,

Format dokumen penilaian resiko terdiri dari:

1. Forrr 1 Tlrjuan Kegiatan
2. Fors 2 Daftar Risiko
3- Form 3 Analisis Risiko
4. Form 4 Skala Kemunglinan
S. Form S Skala parnpak
6- Form 6 Identifikasi Celah Pengendalian
7. Form 7 Rencana Tindak Pengendalian (RIg
8. Form S laporan Felaksanaan RTP
9. Form 9 Realisasi Pelaksanaan RTP

Contoh Format dokumen tersebut di bawah ini-

Contoh Form 7

Deftar TuJu n Eeglatr"
Tahua

Peranglat Ilaerah

NO Tlrjuan Ferangkat
Daerah

Sasaran
Perangkat
Daerah

Kegiatan yang
mendukung
capaian Sasaran
Ferangfuat Daerah

Trrjuan
Kegiatan

1 2 3 4 5
1

2

3

dst

Catatan:
l- Kobm I berisi nomor urut
2- Kobm 2 berisi uraian tentang trrjuan sesuai dengan

Dokumef Renstra
3- Kobm 3 berisi uraian tentang sasaran yang adg dalern

dokumen Ferjanjian Kinerja
4- Kolom 4 t erisi Kcgiatan Utfltlr yang m€Ddukuns

celBien htjuan strategis
5- Kobm 5 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama

5ragen,
Xepala PeranBkat Daerah

( )

trllP-



C-antah Fonn 2

DA,FTAR,RISIKO

Pemerintah Kabupa.ten Sragen

Ferangkat Daerah

Nama Kegiatan

Tujuan Kesiatan

catatan:
I Kolom 1 berisi nomor urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang

dapat terjadi
3 Kolom 3 berisi sumber penyebab

6sift6 rnisalnya perilatu manusia"
tekrologi, kesehatan dan
keselarnatan kerja, ekonomi,
ketaatan pada peraturan, politik,
bangunan, peralatan, lingkungan,
keuangan, kejadian alam

4 Kolom 4 tentukan U (Unm*Ao@
atalnc lWo0abt{ bagi pemflft
risiko

5 Kolom 5 berisi uraian dampak
yang rlisLihatka n oleh kemunculan
risiko

Sragen,

Kepala Perang!<at Daeral

No Pernyataan
Risiko

Falrtor Berryetrab
DsEInt

Intr.rnal/Eksternal c/uc
{ ll (21 (31 (+l (si

I
2
3

dst

MP.

I

I

I

l

i
j

u



C.afiohForm3

rORIT'LIR AIAI.ISSIS RISITO

kmerintah Kabupaten Slagen
Ferangkat Daerah
Nama Kegiatan
Ttrjuan Kegiatan

Skor
Kemunglinan

Skor Dampak

I 2 3
1

4

3
: dst

No Uraian Risiko Skor Status

Fetunjuk Pengisian :

1- Kolom I berisi nomor
unrt

'2- Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari
Dokumen Daftar Risiko

3- Kolom 3 berisi skor/nitai kemrrnqkinan
terjadinya risiko tersebul

4- Kobm 4 berisi skor/nilai danpak yans
terjadi apatdla risiko tersebut terFdi

5- Kobm 5 berisi perf<affan artar& kobm 3
dan kobm 4

Srager,

Kepala Perangkat Daerah

NIP

ConTohFonn4

SKALA ITFIINTGI(Tf, TX TERJAI'If,YA RISItrO

Sth
filat

2

3

Xo
Erttcri.

Xcmungli,na,a
Deliairrt Krlterla Eemungltnrn

I Jarang Sekali

Kecil kemung[inan tetapi tidak diabaikan

I
Prorbabilitas rendah, tetapi lebih besar dari
pada nol
Mungkin terjadi sekali rlelam 3 tahun

2 Jarang
[tobabilirAs kurang dari pa.da 5(P/o, tetapi
masih cukup 'nggi 2
Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun

, Sering
Munglin tidak tefadi atau peluang 50/5O
Munglin terjadi kixa-kira sekali dalam
setahun

4 Sangat Sering
Kemungkinan terjadi > 5S/o

4
Dapat teriadi beberapa kali dalam setahun

I

t

I

1 5

1

{



SXAI4, DAIPAX TER.'ADIT"A RISIEO

F'OUU1IR II'TTTITIXAST CEf,.Ag PEIGtrXTI'AITAII

Femerintah Kabupaten Sragen
Ferangkat Daerah
Nama Keeiatan
Tujuan Kcgiaten

Corr/.oh Fonn 5

Cofioh Form 6

Fetur{uk Pengisian
I Kolom I berisi no urut
2 Kobm 2 berisi uraian risil<o berasal dari

Dokumen Daftar Risil<o
3 Kolom 3 bcrisi Kegiaten Fengendalian

yang sudah ada/ dilakukan.
4 Kolom 4 trcrisi ringtqt efektiEtas

Efektif/Xurang Efektif/TUak Efektif)
5 Kobm 5 berisi Kegiatan Fengendalian

-Yang masih akan dike4ialao
6 l(obm 6 berisi informasi lainnya yanA

0ipeAukan tertait kobm 5

BTT.

(

No
Kriteria
Dampak

DeEnisi lGiteria Dampak
I Skela

Nilai

'l Rendah
sekali

Menggangu pencapa.ian tujuan
kegiratan /orgarrisasi meskipun tidak signitrkan

1

2 Rendah
Menggangu pencapaian tujuan
kegiafan/organisasi secara cukup sipifikan 2

3 TinCg
Sebagian tujuan tegiatan/organisasi gagal
dilaksanakan J

4
TinCg
Sekali

Sebagian besar tujuan t<egiatan/organisasi gagat
dilaksanekan 4

I]o nxarBo
PETTGI!]ITAIIAT

YA'G SI'I'AE ADA YATGXASIE
DIBTTrI'EX. ,II'RAIAT E/e/c

1 2 3 4 5 6

NIP

...)

I

Sragen, --..-.-.-.-------..--,--

[epah Perangl6t Daerah

I

I



Contoh Form 7

REXTGATA Tril,Ar PETGHDIITAf, (RrPl

Pemerintah Kabupa.ten Sragen
Ferangl<at Daerah
Kegiatan
Tlrjuan K€{ratan

ktunjuk Pengisian :

1- Kolom I berisi no
unrt

L Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dad
Dokumen Daftar Risiko

3. Kolom 3 berisi Kegiatsn Fergendalian 1-ang
nkpn dilekrrkqn yang berasal dari Form 6
kobm 5-

/f. Kolom 4 berisi sraktrr Kcgiatan Fengerrlalian
akan dilaksanekan

5- Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jasrab
untuk melaksanakan Kegiatan Fengendaliar

6. I(olom 6 berisi informasi tsinnya lrang
dipedukan terfqit kobm 5

Sragen,

Kepala Peranglort Daerah

tro Fcmyatur
Ilt-lLo

Fcogod.Ii.!

Uraie!
Reocelr
Tiodel

Target
lf.ku

Pcos.8gEclg
Jar.b tetcrangrn

I 2 4 J 6

IIIIII



Contoh Form 8

TOP PERATCTA:T DAENAE

No

Sifet
l.arnpirrn

Ferihal Laporan Pelaksaan RTP Di

SRAGEN

Bersama ini k rmi sarnfraikan Realisasi klaksanaan RTP pada Perangkat Daerah

atas kegiatan utama sebagai berikut:

Rfurian lebih lanjut ada pada r arnpiran laporan ini

Ikmftian-....

Kepala Perangkat Daerah

Temtrusan:

l- Ketua Satgas SPIP Kabupa.ten Sragen;

2- InspekErr Kabupa.ten Sra8en-

Kepada

Yth- Bupati Sragen

lio
Nama Kegiatan

RTP
Keterangan

Target Realisasi

I
2

i

NIP.-.---.---..-.......



[,{o-

Cqtoh Forllr'. 9

PErr-rs^sx PEIJlxStIgtaII trrrP

Femerintah Kabupaten Sragen
Feranglat Daerah
K€giatar
Tujuan Kegiatan

Petunjuk Pengisian

l- Kolom I t erisi no urut
2- Kolom 2 berisi uraian risfto berasal dari
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I.AMPIRAN U

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN2Ol7
TENTANG
PEDOMAN PENIIAIAN RISIKO PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

TATA CARA PETGIETIAIT IX)KT'XEXT PErII.AIAT RISIEO

L PROSES PEI5YI'ST'XAIr IX'EI'XET PEJTII.AHT RISIEO

Tahapan proses penyusunan dokumea penilaian risiko terdiri dari 5
flimal tahapaa, dimulai dari pe.nyrrsunan daftar tujuan sampa.i
penl'erahan dokumen penilaian risiko kepda Bupa.ti pada saat
penandatanganan perjanjian kinerja Kepafa PD, yaitu:

A 1lrhrpn IEElrurED..a &ftar tuJurn ater Legfrtrn EtrD.
pcreogtrt d.etrL
Kegiatan pada tahapan ini al<arr menglrasilkan daftar tujuan
k%iatan ut rna perangkat daerah sebagaimana form I Lampiran 1-

T:ahap penyusunan daftiar tujuan atas kegiatan utErma perangl<a.t
daerah t€rdiri dari kegiatan:
f - Mengidentifikasi sasrrerr strategis perangkat daerah-

Sasaran startegis perangkat daerah pada dasarnya terdapa,t
rlalarn dokumen-dokumen berikut ini:
2- $s561x11-sasaran yang ditetapkan dalam d6!p6ga Rerrcana

Fembangunan Jangfua Menengah Daerah Femerintah lhb-
Sragen;

b- Trrgas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan oleh
Feraturan Bupa.ti Sragen.

c- Rencana lGrja Fembangunan Daerah;
d- Rencarra Strategis PD;
e- Rencana Kine{a PD;
f. Dokumen Ferjanjian Kinerja;
g- Laporan Kinerja PD.

2. Mengidentifikasi kegiatan utana peranglat daerah.
Kegiatan utama PD pada dasarnya dapa.t diidentifikasi dsfus
dokumen-dokumen berikut ini:
l) Relcana Keda Pembangunan Daerah;
2) Rencana Strategis PD;
3) Rerrja Ferangkat Daerah;
4f Dokumen Perjanjian Kinerja;
5) I-aporan Kinerja PD-

3- Menyusun daftar tujuan atas kegiatan utama perangkat daerah
I^angkah kerja penyusunan tujuan kegiatan utarna 1nda PD
adalah sebagai beril<ut:

{
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a- Kepala PD sebagai penanggung jawab penerapa.n penilaian
risiko menginstmksikan socara tertulis kepa.da seluruh
pejabat struktural di bawahnl,-a untuk merrSrusun daftar
tujuan atas kegiatan pada masing-masing unit bidang/bagian
di PD;

b. Kegiatan penyusunan daftar tujuan atas kegiatan utama pda
masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan
mungkin personil fi masing-rnasing unit yang memahami
k%iatan utama PD;

c- Mekanisme pen,-usunan daftar tqfuan atas kegiatan utarna di
rnasing-rnasing unit distarnakan melalUi Pocus C,tutp
Drscusdon (FGD);

d- Daftar tujuan atas k€iatarr utama yang dihasilkaa di masing-
masing unit ditandatangani oleh masing-rnasing pejabat
eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian PD;

e. Dokumen daftar tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan
di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat
perangkat daerah untuk dilakukan pertaikan;

f. Dokumen daftar tujuan atas kegiatanutama yang sudah
diperbaiki ditandatangani oleh Kepala PD;

g- Dokumen daftar tujuan, bersama den8an daftar risiko dan
dokumen RI? merupakan kelengftapan atas dokumear rencana
kerja dan angaran perangkat daerah yang diserahkan kepada
Tim Anggaran Femerintah Daerah.

B. rfhelnn Peqrur[n r daftar rfrnlo rtes Lcgtrtorr utrmr PD.
K%iatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar risiko atas
kegiatan u+arne PD sebagaimana form 2-
Tahapan penyusunan daftar risiko atas kegiatan utama PD terdiri
dari kegiatan:
r- Mengidentifikasi risiko yang dihadapi datam kegiatan utama PD.

Identifikasi risiko adaleh proses menetaplran apa., dimana,
kapan,mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga
dapat berdampak negatif terhadap pencapa.ian tujuan/sasaran
PD atau tujuan/sasaran t esiatan-
Salah satu aspek penting dalam idenlifikasi risiko adalah
memperoleh data risiko seban5'ak-banyalrnya baik risiko internal
maupun risiko eksternal.

Data risiko dapat diperoleh melalui:
a- Dokumen hasil pemerflsaan oleh Badan Femeriksa Keuangan

dalern [rsberapa tahun terakhiC
b- Dokumen hasil penga.r*asan oleh Badan Fenga.was Keuangan

dan Fembangunan dalarn beberapa tahun terakhir;
c- Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Ja*a

TengahlKabupaterr Sragen dalam beberapra tahun terakhiC
d. Fenanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
e. Laporan masyarakat/ ISM; dan
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f. Informasi dari pegaq.ai di PD y'ang bersangftutan.
Langkah keqia identifikasi risiko
Kepata PD sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko
menginstruksil€n secara tertulis kepada seluruh pejabat
stmktural di bawahnya untuk m€rr5rusun daftar risiko atas

di masing-'na sing unit
a- kegiatan penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-

masing urrit rlilalnrkan dengan melibatkan sebanyak munqkin
di rnasing-rnasing unit yang memahami kegiatan

utama PD;
b- mekanisme penlrusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-

masing unit diutarnakan melalui Focls Gtu4t Discttsbrq
c. Daftar risiko atas k%iatan utarur yang dihasilkan di rnasing-

rnasing unit ditandaUngani sfufu lnrsing-masing pejabat
eselon 3 untuk dikump,lksn di Sekretaris/Kepala Bagian
pada PD;

d- Dokumen daftar risiko s15s kegiaran utama yang dihasilkan di
masing-masing unit kemudian dibahas fi fingkat pimpinan
perangkat daerah untuk diliakukan perbaikan;

e. Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang sudah
diperbaiki ditandatangani oleh Kepala PD;

f- Dokumen daftar risiko, bersama dengan daftar tujuan dan
dokumerr RTP, merupakan kelenglapan atas dokumen
rencana kerja dan anggaran yang diserahkan kepada Tim

Ps6erintah Daerah-

C" Tehqnn Fryrrsqr..a dolumen rtercl[l tiadrl pergcodaliaa
Tahap penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian adalah
tahap menuangkan rencarut tindak dplarn suatu dokumen )'ang
memperlihatkan prioritas penanganan risiko yalg dihasilkan dari
tahapan sebelumnya- Talrapan ini terdiri dari kegiatan:

1. Merrganalisis risiko yang teridentifikasi.
Risiko yang dihesilkrn dari tahapan identifikasi risiko selanjutnya
dilrkrrkan anafisis risiko- Analisis risiko untuk meargetahui
lerrel/tingkat risiko 5ang dihasilkan dari besaran kemunglcinan
terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadiny'a
risiko tersebut
Analisirs risiko merrggunakan formulir analisis risiko sebagaimana
fonn 3.
Matriks tingkat kemunglinan terjadinya risiko dapat dilihat pada
form 4. Sedangkan matriks tingkat dampak yang dihasilkan dari
terjadinya risiko dapat dilihat pada form 5.
Analisis risiko penting untuk mengetahui level/tingfuat risiko dan
prioritas penanganan risiko oleh PD.
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-\.ang memahami utama perangkat daerah, risiko atas
kegiatan utama dan cara penanganarr risiko;

c- Mekanime Irenvusr rnan r€ncana findak pngendalian atas
fi rna*ing-rnasing unit distarnakarr melalui f'ocus

Group Dtsrrtsiora
d- Dokumen rencana tindak pengendalian yang dihasilkan di

masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing
pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Selnretaris PD;

e- Dokumen renc^na tindak perrgendalian yang dihasilkan di
masing-rnasing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan
perangkat daerah untuk dilakrrkan perbaikan;

f. Dokumen hasil anafisis risiko 2165 kegiatan 1-ang sudah
diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh Kepala PD; dan

g. Dokumerr rencana tindak pengendalian, bersarna dengan
daftar tujuan dan daftar risiko merupa.kan kelengkapan atas
dokumen rcncana kerja dan artggaran peranglat daerah -vang
diserahkan keparla Tim Anggaran pemerintah Daerah.

Formulir rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada form 7.

D- Trhalna rsvirr dolumen penlbirn ririlo olch Inspeltoret
Ilecreh-
1- Dokumen risiko yang terdiri dari daftar tujuan, daftar

risiko dan dokumen nencana tindak pengendafian merupakan
kelerrglapan dari dokumer rencanra kerja dan anggaran
perangkat daerah yang diserahkan oleh Kepala PD kepada Tim

Femerintah Daerah;
2. Inspektorat, bersamaan dengan re\riu atas rencana kerja

dan anggaran peranglat daerah jup melalrukan rcrriu atas
dokumen penilaian risiko;

3- Hasil reviu dari tnspekorat Daerah dijadikan dasar sebagai
perbail€n atas dokumen penilaian risiko;

4- Dralt dokumen penilaian risiko dapat diperbaiki sesuai dengan
Rancangan Arrggaran Fendapa,tan dan Belanja

Daerah menjadi Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah-

E- Trh4nrr peayerehra dolomen perril-br *ito tcpadr Btpatt
1. Setelah pensesahan APBD. seluruh Kepala PD harus memfinalkan

dokumen penilaian risiko yang akan diserahkan kepada Bupa.ti;
2, Dokumen penilaian risiko yang ditandatangani oleh Kepala PD

diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah-
3. Fenyerahan dokumen penilaian risiko dilaksanrken pada saat

penandatangan dokumen perjanjian kineda Kepala PD yang
dilakukan paling tambat 1 bulan setelah dokumen pelaksanaan
anggaran dircrima oleh Kepala PD.
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IL ?EX.ASSAIAAT REXTCAITA TIXI'AX PETGETDALIAT
1- Dokumen penilaian risiko barus segera dikomunikasikan kepada

sebanyak mungkin pegawai pada PD-

2. Krye:faro pengendalian yang ada dalarn dokumen rencana tindak
pengendalian menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama PD.

3- Perangkat daerah r:ajib membuat laporan rencana
tindak pengendalian yrng ditujukan kepada Bupati melalui
Inspektorat Daerah paling lambat akhir bulaD Februari tahun
berikutnya- Felaporan menggunakan form 8 dan 9"

IILPP,IAXT,AI'AT/RET/IU ATAS PEI.ASSATAAX RETCAf,A TIIIDAE
PETIGEXTDALIAT
Setiap Kepala PD harus melakukan pemantauan dan rerdu untuk
rnemastikan bah*ra dokumerr rencana tindek pengendalian telah
dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapa.t
dilakukan perbaikan atas dokumen rencana tindak pengendalian.

II/. BYALIIASI ATAS PEX.AXSAIAAI REilc.ATA TITDAT PETGETDALIAT
Evaluasi atas pelaksanaan rerrcana tindak penggndalian dilakukan oleh
tnspektorat Daerah.

l BUPATI SRAG
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